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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Penyelesaian tindak pidana ringan di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung 

dilakukan dengan mediasi untuk perkara perdata, tetapi disebut Mediasi Penal 

untuk perkara pidana. Mediasi Penal sendiri dapat diartikan sebagai 

penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan korban dan pelaku tindak 

pidana dan menyelesaikan masalah dengan kesepakatan para pihak (win-win 

solution). Dalam penyelesiannya Bale Sangkep Desa ini juga harus menerima 

laporan dari para pihak yang bersengketa atau korban kemudian para pihak 

dipanggil dan di mediasi,ketika tidak terjadi kesepakatan para pihak bisa lanjut 

ke jalur litigasi. 

2. Kelebihan diselesaiakannya perkara di Bale Sangkep Desa ini adalah 

proosesnya cepat, dilakukan secara musyawarah serta mempunyai kekuatan 

hukum karena hasil kesepakatan di tulis dalam bentuk perjanjian. 

B. Saran 

1. Setelah melihat fakta – fakta yang ada terkait mediasi penal yang dilakukan 

oleh Bale Sangkep Desa beserta keefektifannya, maka sudah saatnya 

mediasi penal diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 

tepatnya dicantumkan dan diatur ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana Indonesia. 
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2. Mediasi penal ini diharapkan bisa disosialisakan ke masyarakat dalam 

menyelesaikan tindak pidana ringan khusunya terhadap peran dan fungsi 

Bale Sangkep Desa untuk menghindari konflik dalam hal tindak pidana. 
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D. Wawancara: 

 

Wawancara dengan kepala desa Sintung 

Wawancara dengan Ketua Bale Sangkep Desa Bapak Suhaili  

Wawancara dengan Kepala Desa Sintung Bapak Herman  

Wawancara dengan ketua bale sangkep desa sintung bapak suhaili 

Wawancara dengan ketua bale sangkep desa sintung bapak suhaili 

Wawancara dengan ketua bale sangkep desa sintung bapak Suhaili  

Wawancara dengan ketua Bale Sangkep Desa Bapak Suhili  

Wawancara dengan Kepala Desa Sintung Bapak Herman tanggal  

Wawancara dengan ketua Bale Sangkep Desa SIntung Bapak Suhaili 

 

 


